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Abstrak 

Akuntabilitas merupakan wujud dari tata kelola yang baik (good governance) dalam suatu 
organisasi pelayanan masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban direalisasikan dalam bentuk 
dokumen dan laporan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga 
pertanggungjawaban guna menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga eksitensi badan 
usaha sehingga dapat diukur keberhasilan akurasi akuntabilitas organisasi pelayanan 
masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah salah satu bentuk implementasi 
pengelolaan keuangan desa yang akan mengelola potensi kemandirian desa dengan berbagai 
macam kegiatan ekonomi secara swadaya masyarakat dan gotong royong. Bumdes termasuk 
salah satu jenis usaha yang memenuhi kriteria dari SAK EMKM yaitu usaha mikro kecil dan 
menengah karena yang dikelola BUMDes kegiatan untuk mensejahterakan masyarakat desa 
bukan mencari keuntungan semata. BUMDes bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan memperkuat perekonomian desa. BUMDes berfungsi sebagai lembaga 
komersial melalui penawaran sumberdaya lokal yang bertujuan untuk mencari keuntungan 
dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanaan sosial yang berpihak pada 
kepentingan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis 
penelitian studi kasus. Penelitian ini dilakukan pada BUMDes Tanjung Raya, Desa Boyan 
Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu. Subyek dari penelitian ini adalah Kepala Desa, Ketua 
BUMDEs, sekertaris BUMDes, bendahara BUMDes, dan masyarakat pengguna. Sedangkan 
yang menjadi obyek penelitian ini adalah penerapan sistem akuntabilitas BUMDEs Tanjung 
Raya, Desa Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu. Penelitian ini menjelaskan tentang 
prinsip akuntanbilitas dalam usaha BUMDes. Aparat desa akan memberikan 
pertanggungjawaban dan informasi apa adanya. Tercapainya akuntabilitas di tingkat desa 
merupakan wujud akuntabilitas bagi pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada 
masyarakat dalam mengelolaan keuangan desa ataupun informasi yang berkaitan dengan 
kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa. Hal ini dikarenakan masyarakat mempunyai 
hak untuk mendapatkan informasi dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja 
pemerintah desa. 

Kata kunci: : Akuntanbilitas Pengelolaan, Akuntanbilitas Proses, Akuntabilitas Program, Akuntabilitas 
Kebijakan, Akuntabilitas Keuangan, BUMDes. 

 

PENDAHULUAN  

Pemerintah pusat melakukan program untuk mendorong percepatan 

pembangunan perdesaan, tetapi hasilnya belum signifikan dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara program 

pemerintahan pusat oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat 

istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
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Indonesia (NKRI). Pembangunan Desa mempunyai peran yang sangat penting dan 

strategis dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah dan pembangunan 

nasional, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan 

hasilnya menyentuh secara langsung kepentingan masyarakat yang tinggal di 

perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Pembangunan yang dilakukan di daerah perdesaan adalah dengan memberdayakan 

masyarakat serta pengembangan ekonomi masyarakat. Pembangunan melalui proses 

pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat sangat efektif untuk 

peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dengan memunculkan potensi 

ekonomi berbasis masyarakat. Potensi ekonomi saat ini sangat menjadi peluang suatu 

daerah untuk dapat membangun dan membangkitkan partisipasi masyarakat. 

Akuntabilitas merupakan wujud dari tata kelola yang baik (good governance) 

dalam suatu organisasi pelayanan masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban 

direalisasikan dalam bentuk dokumen dan laporan, mulai dari proses perencanaan, 

pelaksanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban guna menjaga kepercayaan 

masyarakat dan menjaga eksitensi badan usaha sehingga dapat diukur keberhasilan 

akurasi akuntabilitas organisasi pelayanan masyarakat (Angelina Trimurti Rambu 

Ana, 2021). 

Menurut Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa dana desa 

yang diambil dari 10% dana APBD dipergunakan untuk pembangunan desa. Hal ini 

merupakan jumlah yang tidak sedikit untuk sebuah desa, dimana desa harus bisa 

mengelola dengan baik. Namun sesuai dengan Permendes yang menyebutkan bahwa 

dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat desa. Dengan adanya dana desa ini maka setiap desa wajib melakukan 

pembangunan desa, terutama dalam bidang pengembangan potensi ekonomi lokal, 

mengingat dana yang diberikan begitu besar, maka harus dikelola dengan baik. Jika 

dana ini bisa dikelola dan dimanfaatkan dengan efektif maka akan menjadi solusi bagi 

masyarakat. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah salah satu bentuk implementasi 

pengelolaan keuangan desa yang akan mengelola potensi kemandirian desa dengan 

berbagai macam kegiatan ekonomi secara swadaya masyarakat dan gotong royong. 

Bumdes termasuk salah satu jenis usaha yang memenuhi kriteria dari SAK EMKM 

yaitu usaha mikro kecil dan menengah karena yang dikelola BUMDes kegiatan untuk 

mensejahterakan masyarakat desa bukan mencari keuntungan semata. 

Faktor – faktor yang menyebabkan iuran tidak terlaksana dengan baik di desa 

adalah kurang tingkat kesadaran masyarakat akan penting pemeliharaan air bersih 

sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat dimasa yang akan datang. Penelitian ini 

menganalisis dampak air bersih bagi masyarakat sehingga dapat meningkat 

kesejahteraan air bersih di lingkungan sekitar bahkan dapat menciptakan lapangan 

pekerjaan bagi masyarakat. 

Salah satu program pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyararakat 

desa adalah Badan Usaha Milik Desa. Menurut Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 

2010, BUMDes merupakan badan usaha yang dibentuk atau didirikan oleh 
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pemerintah desa dimana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh 

pemerintah desa, pelaku BUMDes dan tokoh masyarakat. Adanya perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi saat ini yang telah banyak melakukan perubahan 

dari manual dan beralih pada sistem online data . Salah satu sistem informasi yang 

sangat membantu dalam pengelolaan keuangan adalah Sistem Informasi Akuntansi 

(SIA), dimana sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang berfungsi untuk 

mengumupulkan data, menyimpan data tentang aktivitas transaksi keuangan dan 

memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan 

keputusan. Dalam perkembangan dan kemajuan BUMDes, lembaga membantu 

mengembangkan dan meningkatkan perekonomian desa sehingga membutuhkan 

sistem informasi akuntansi yang dapat menghasilkan informasi dalam proses 

pengambilan keputusan yang akurat. Sistem informasi akuntansi dapat dikatakan 

baik jika informasi yang diterima memenuhi harapan pemakai informasi dan mempu 

memberikan kepuasan bagi pihak pengguna informasi baik pihak eksternal maupun 

pihak internal. BUMDes sudah menerapkan sistem informasi akuntansi yang sesuai 

prinsip akuntabel, dan transparansi. Menurut Mardiasmo (2006:18) dalam (Kusuma 

Yanti & Musmini, 2020) transparansi adalah keterbukaan (openesess) pemerintah 

dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya 

publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menambah 

variable mengenai akuntanbilitas keuangan selain itu objek penelitian juga berbeda, 

dan struktur bisnis yang kompleks sehingga menjadikan penelitian layak untuk 

diteruskan. Penelitian ini juga menganalisis kinerja Kelompok Pengelola Sistem 

Penyedian Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) agar dapat bermanfaat bagi 

masyarakat. 

Penelitian ini menjelaskan tentang prinsip akuntanbilitas dalam usaha 

BUMDes. Aparat desa akan memberikan pertanggungjawaban dan informasi apa 

adanya. Tercapainya akuntabilitas di tingkat desa merupakan wujud akuntabilitas 

bagi pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam 

mengelolaan keuangan desa ataupun informasi yang berkaitan dengan kebijakan 

yang diambil oleh pemerintah desa. Hal ini dikarenakan masyarakat mempunyai hak 

untuk mendapatkan informasi dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja 

pemerintah desa. 

 

KAJIAN LITERATUR 

Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

BUMDes didirikan berdasarkan asas kerjasama, kekeluargaan dan 

kegotongroyongan. Asas tersebut dipilih sebab BUMDes menggambarkan kerjasama 

dan budaya gotong royong antar warga desa yang masih terjaga budayanya sehingga 

BUMDes dapat mencapai tujuan disetiap golongan masyarakat, pemerintah desa 

serta sumber daya manusia ikut serta dalam mewujudkan BUMDes yang 

berkembang. Berdirinya BUMDes sudah diamanatkan untuk meningkatkan 

pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat. Pilar lembaga BUMDes 
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merupakan lembaga sosial ekonomi desa yang betul-betul mampu sebagai lembaga 

komersial yang mampu berkompetisi ke luar desa dan BUMDes juga diharapkan 

mampu sebagai lembaga komersial dan ekonomi masyarakat yang dimulai dengan 

pengadaan kebutuhan yang bersifat konsumtif, memproduksi suatu produk hingga 

menyediakan layanan distribusi barang dan jasa kepada masyarakat (Ramadana, et 

al.;, 2010). 

 

Konsep Akuntabillitas  

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang 

pimpinan atau pelaksana suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau 

kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam 

menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang telah 

ditetapkan sesuai petunjuk teknis. 

 

Teori Akuntabilitas Publik 

Fariyansyah et al.; (2018) yang menyatakan Akuntabilitas publik yang 

dimaksudkan dari penjelasan tersebut adalah adanya kewajiban dari pihak 

pemerintah dapat memberikan laporan dan menyajikan informasi secara transparan 

dan mendetail kepada masyarakat yang memberikan mereka kewenangan dalam 

bertindak. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan dalam akuntabilitas publik 

(Haryanto et al.; 2007) bahwa pemerintah dan aparatur publik berperan dalam 

menyajikan informasi tentang kinerja yang menjelaskan proses dalam membuat 

keputusan dan cara memimpin yang sesuai dengan prinsip good governance. 

Pemerintah dan aparatur publik juga harus memperhatikan kepentingan 

stakeholder. Aparatur publik menyadari bahwa akuntabilitas merupakan sebuah 

kondisi sekaligus kewajiban yang terikat untuk mempertanggungjawabkan atas 

setiap tindakan. 

 

Akuntabilitas Pengelolaan BUMDes Tanjung Raya 

Akuntabilitas merupakan poin utama dan hasil diukur berdasarkan pada setiap 

kepentingan. Akuntabilitas seringkali digunakan pada konsep atau pemahaman yang 

luas untuk merepresentasikan transparansi, kepercayaan dan efektivitas bagi mereka 

yang diberikan kepercayaan untuk menjalankan tanggung jawabnya akan tetapi pada 

kenyataannya konsep akuntabilitas masih sulit untuk dapat cukup disimpulkan. 

 

Akuntabilitas Proses dalam pengelolaan BUMDes Tanjung Raya 

Akuntabilitas proses mencakup hal-hal yang berkaitan pada sistem informasi 

selama kegiatan berlangsung, proses administrasi keuangan dan finansial lembaga 

atau badan memberikan pelayanan publik yang baik dan responsif kepada 

masyarakatnya. Dalam akuntabilitas proses mencerminkan adanya penerapan 

prinsip-prinsip good governance antara lain penegakan supremasi hukum berupa 

peraturan desa yang telah dibentuk untuk membentuk keteraturan dan landasan 
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dasar BUMDes Tanjung Raya Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Pendirian Badan Usaha Milik Desa. 

 

Akuntabilitas Program dalam pengelolaan BUMDes Tanjung Raya 

Akuntabilitas publik merujuk kepada kewajiban pihak pemegang amanah 

(agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan 

mengungkapkan segala aktivitas dari kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya 

kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk 

meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002). Akuntabilitas publik 

tersebut terdiri dari dua macam yaitu akuntabilitas vertikal (vertical accountability) 

dan akuntabilitas horisontal (horizontal accountability). Dalam akuntabilitas 

program menjabarkan apakah program yang dilaksanakan sudah tercapai dan sesuai 

dengan pihakpihak yang ditujukan atau belum dilakukan secara maksimal, sehingga 

dalam akuntabilitas ini mempertimbangkan sasaran dari pelaksanaan program 

BUMDes Tanjung Raya Desa Boyan Tanjung serta dampak kepada masyarakat. 

 

Akuntabilitas Kebijakan dalam pengelolaan BUMDes Tanjung Raya 

Penerapan akuntabilitas kebijakan didalam BUMDes Tanjung Raya 

menerapkan dan berlandaskan pada teori dan peraturan tentang dana desa yang baik 

dan efektif. Dalam era reformasi akuntabilitas kebijakan telah menjadi bagian dari 

tuntutan masyarakat. Hal tersebut terkait dengan adanya tuntutan dilakukannya 

transparansi kebijakan oleh pemerintah sehingga masyarakat dapat melakukan 

penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan 

(Mardiasmo, 2002). Masyarakat telah menjadi salah satu tujuan utama dalam 

organisasi sektor publik sebagai pemeran penting dalam menjalankan kesadaran dari 

diri masing-masing untuk menerapkan transparansi, akuntabilitas yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

Akuntabilitas Keuangan dalam pengelolaan BUMDes Tanjung Raya 

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas 

keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan 

pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2000). Pemerintah 

diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga 

masyarakat dapat menilai pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan 

efektif atau belum. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif 

fungsional dan perspektif sistem akuntabilitas. 

 

Kajian Empiris 

Adapun penelitian sebelumnya yang menjadi landasan penelitian ini yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Ade Gustia Nugroho & Warsito Kawedar (2021), yang 

meneliti akuntabilitas pengelolaan badan usaha milik desa (studi fenomenologi pada 
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bumdesa gerbang lentera di desa lerep, kecamatan ungaran barat, kabupaten 

semarang, jawa tengah). 

Pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes Tanjung Raya di Desa 

Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi 

Kalimantan Barat, dituntut untuk memberikan informasi dan laporan 

pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan desa dan perundang-undangan. 

Dalam teori good governance untuk menghantarkan mencapai tata pemerintahan 

yang baik dengan mengharuskan adanya transparansi, ekonomis, efisien, efektif, 

responsif dan akuntabel. Pemerintah desa dan pengurus BUMDes Tanjung Raya Desa 

Boyan Tanjung sudah melaksanakan beberapa kriteria untuk mencapai tata 

pemerintahan yang baik diantaranya transparansi, keterbukaan dan menerapkan 

kepercayaan lebih kepada masyarakat sebagai landasan pemerintahan. 

Ade Gustia Nugroho & Warsito Kawedar (2021), Berdasarkan hasil wawancara 

BUM Desa Gerbang Lentera telah mentaati peraturan salah satunya dengan memilih 

pengawas BUM Desa melalui musyawarah sehingga masyarakat pun andil secara 

langsung dalam pemilihan pengawas BUM Desa secara objektif dan tentunya melihat 

dari latar belakang calon pengawas yang telah diajukan oleh pemerintah desa. Selain 

dari BPD dan pengawas BUM Desa, proses pengawasan juga dapat dilakukan oleh 

lembaga kemasyarakatan. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum didalam 

Anggaran Dasar BUM Desa Gerbang Lentera Desa Lerep Bab VI Tentang Organisasi 

dan Pengelolaan Pasal 18 mengenai Badan Pengawas, yang menyatakan bahwa, 

Badan pengawas terdiri dari unsur BPD, perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan 

dan elemen masyarakat. BUM Desa Gerbang Lentera juga memanfaatkan peran dari 

KPMD yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat atau dapat disebut sebagai Kelompok 

Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bertugas untuk mengawasi dan mengamati 

pelaksanaan kegiatan baik dari segi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 

sebagai tujuannya. 

Akutabilitas atau pertanggungjawaban (accountability) merupakan suatu 

bentuk keharusan seorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin jika 

tugas dan kewajiban yang dimilikinya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku (Sabeni dan Ghozali, 2001) dalam (Ningrum dan Hermawan, 2018). 

Akuntabilitas dapat digunakan sebagai parameter untuk mengukur kualitas kinerja 

pengelola BUMDes sehingga mereka dapat mengetahui kekuatan dan kelemahannya. 

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian penting yang 

tidak dipisahkan daripengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Seluruh kegiatan 

yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi 

secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Seluruh kegiatan 

harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hokum 

(Aprisiami Putriyanti, 2012). 
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Gambar 1. Kerangka Konseptual 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi 

kasus. Penelitian ini dilakukan pada BUMDes Tanjung Raya, Desa Boyan Tanjung, 

Kabupaten Kapuas Hulu. Subyek dari penelitian ini adalah Kepala Desa, Ketua 

BUMDEs, sekertaris BUMDes, bendahara BUMDes, dan masyarakat pengguna. 

Sedangkan yang menjadi obyek penelitian ini adalah penerapan sistem akuntabilitas 

BUMDEs Tanjung Raya, Desa Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu. 

Penelitian kualitatif Akuntabilitas Pengelolaan BUMDes ini berlokasi di 

BUMDes Tanjung Raya Desa Boyan Tanjung, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten 

Kapuas Hulu. Pemilihan lokasi dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan 

khusus diantaranya BUMDes Tanjung Raya Desa Boyan Tanjung merupakan salah 

satu BUMDes yang sudah aktif beroperasi di Kabupaten Kapuas Hulu yang sudah 

mulai untuk dirintis dan dikelola apabila dibandingkan dengan beberapa desa lainnya 

yang belum mendirikan BUMDes sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat. 

Rencana penelitian lapangan dilakukan pada bulan September 2021. 

Data yang didapat dalam penelitian ini berbentuk kualitatif deskriptif atau 

proses wawancara dengan informan yang terpercaya di Desa Boyan Tanjung, 

Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian, analisis data dan penarikan kesimpulan 

(Haeruddin & Lina Mariana, 2021). 

Wawancara dilakukan dengan memiliki tujuan untuk dapat mencatat opini, 

sudut pandang, emosi, pemikiran dan perasaan serta hal lainnya yang dianggap 

penting untuk diperhatikan dari setiap subjek penelitian yang diwawancara, dengan 

kata lain dalam penelitian kualitatif ini menggunakan metode wawancara mendalam 

(in-depth interviews). Pada umumnya terdapat dua jenis wawancara yaitu 

wawancara terstruktur (structured interview) dan wawancara tidak terstruktur 
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(unstructured interview), wawancara tersebut dinamakan wawancara mendalam. 

Wawancara terstruktur biasa juga disebut dengan focused interview (Nurhakim & 

Yudianto, 2018) dalam Ade Gustia Nugroho & Warsito Kawedar (2021). 

Menganalisis data dalam sebuah penelitian kualitatif dibutuhkan pembahasan 

yang dilakukan secara berulang-ulang dan beberapa kali tinjauan dikarenakan untuk 

mencapai hasil akhir yang “cukup” maka analisis tersebut tidak dapat dilakukan 

cukup satu kali saja. Untuk itu didalam penelitian kualitatif dapat disebut sebagai 

suatu proses sosial atau hubungan dan kemudian membandingkan kasus-kasus 

dengan tema tertentu hingga membentuk sebuah pola, dari pola tersebut peneliti 

baru dapat menafsirkannnya berdasarkan teori dan fakta dilapangan. 

 

PEMBAHASAN 

Akuntabilitas merupakan poin utama dan hasil diukur berdasarkan pada setiap 

kepentingan. Akuntabilitas seringkali digunakan pada konsep atau pemahaman yang 

luas untuk merepresentasikan transparansi, kepercayaan dan efektivitas bagi mereka 

yang diberikan kepercayaan untuk menjalankan tanggung jawabnya akan tetapi pada 

kenyataannya konsep akuntabilitas masih sulit untuk dapat cukup disimpulkan. 

Akuntabilitas proses merupakan prosedur yang digunakan untuk 

melaksanakan tugas yang sesuai dengan sistem akuntansi yang disusun sesuai 

informasi sehingga menimbulkan tertib administrasi. 

Akuntabilitas publik merujuk kepada kewajiban pihak pemegang amanah 

(agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan 

mengungkapkan segala aktivitas dari kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya 

kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk 

meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002). Akuntabilitas publik 

tersebut terdiri dari dua macam yaitu akuntabilitas vertikal (vertical accountability) 

dan akuntabilitas horisontal (horizontal accountability). 

Penerapan akuntabilitas kebijakan didalam BUMDes Tanjung Raya 

menerapkan dan berlandaskan pada teori dan peraturan tentang dana desa yang baik 

dan efektif. Dalam era reformasi akuntabilitas kebijakan telah menjadi bagian dari 

tuntutan masyarakat. Hal tersebut terkait dengan adanya tuntutan dilakukannya 

transparansi kebijakan oleh pemerintah sehingga masyarakat dapat melakukan 

penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan 

(Mardiasmo, 2002). 

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas 

keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan 

pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2000). Pemerintah 

diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga 

masyarakat dapat menilai pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan 

efektif atau belum. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif 

fungsional dan perspektif sistem akuntabilitas. 
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SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Penelitian ini menjelaskan tentang prinsip akuntanbilitas dalam usaha BUMDes. 

Aparat desa akan memberikan pertanggungjawaban dan informasi apa adanya. 

Tercapainya akuntabilitas di tingkat desa merupakan wujud akuntabilitas bagi 

pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam 

mengelolaan keuangan desa ataupun informasi yang berkaitan dengan kebijakan 

yang diambil oleh pemerintah desa. Hal ini dikarenakan masyarakat mempunyai hak 

untuk mendapatkan informasi dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja 

pemerintah desa. 
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	Dunia global menghadapi persaingan yang semakin kompleks, sehingga pemanfaatan sumber daya yang ada, seperti sumber daya alam maupun sumber daya manusia perlu diperhatikan karena hal tersebut sangat penting bagi perusahaan. Kesuksesan implementasi per...
	Di Provinsi Kalimantan Barat, industri perbankan terus menunjukkan pertumbuhan yang baik. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sampai dengan bulan Agustus 2021 pertumbuhan aset perbankan secara konsolidasi sebesar 6,24% (YoY) atau ma...
	Kepuasan kerja didefinisikan sebagai perasaan senang atau emosi positif yang diperoleh dari pengalaman kerja, yang berkenaan dengan individu, bukan kelompok dan menyangkut masa lalu, bukan masa yang akan datang (Locke, 1976 dalam Noe at al, 1999). Ket...
	Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan dengan antusias (Davis, 1985). Menurut  Sutrisno (2009) salah satu tantangan yang cukup berat yang sering harus dihadapi oleh seorang pemimpin adalah bagaimana ia dapat ...
	Menurut Rivai (2009) motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu.  Sukses dalam memotivasi bawahan akan lebih sulit lagi karena adanya tantangan diversitas...
	KAJIAN LITERATUR
	Kepemimpinan (leadership) adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang agar diarahkan mencapai tujuan organisasi (Terry dalam Miftah Thoha, 2002). Cook & Hunsaker (2001) mengungkapkan bahwa, pokok utama dari teori ini adalah bagaimana pemimpin dapa...
	Menurut Robbins (2008) terdapat empat macam gaya kepemimpinan yaitu Gaya kepemimpinan kharismatik yaitu kepemimpinan yang memicu para pengikutnya dengan memperlihatkan kemampuan heroik atau luar biasa ketika mereka mengamati perilaku tertentu pemimpin...
	Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan yang dihasilkan dari penilaian pekerjaan atau pengalaman kerja seseorang (Colquitt, 2018). Dalam kutipan Moh. As’ad yang terdapat pada buku Psikologi Industri (2000), Joseph Tiffin mendefinisi...
	Motivasi adalah proses yang menyebabkan intensitas (intensity), arah (direction), dan usaha terus-menerus (persistence) individu menuju pencapaian tujuan (Robbins, 2003). Menurut James L. Gibson (1997), motivasi merupakan kekuatan yang mendorong seseo...
	Teori motivasi yang digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian ini adalah teori motivasi kepuasan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow yaitu teori Hierarki Kebutuhan. Hierarki Kebutuhan manusia menurut Maslow yaitu physiological needs (kebutuha...
	HIPOTESIS PENELITIAN
	Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu maka, disusun tiga hipotesis sebagai berikut: 1. Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja 2. Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap Motivasi, 3. Kepuasan Kerja berpengaruh terhadap...
	METODE PENELITIAN
	Berdasarkan tinjauan literatur sebelumnya, penelitian ini menggambarkan kerangka kerja konseptual yang ditunjukan pada gambar 1, berikut ini:
	Gambar 1. Kerangka konseptual
	Lokasi penelitian ini dilakukan pada kantor PT. Bank Kalbar di seluruh cabang di Kalimantan Barat. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel. Dengan...
	Teknik pengambilan sampel penelitian ini dengan cara Non Probability Sampling yaitu Quota Sampling dikarenakan jumlah populasi tidak diketahui. Sugiyono (2010) menyatakan bahwa sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang me...
	HASIL DAN PEMBAHASAN
	Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarkan kepada 55 responden yang dalam hal ini adalah pegawai PT. Bank Kalbar disajikan dalam tabel berikut ini:
	Tabel 1. Karakteristik Responden
	Sumber: Data Olahan, 2021
	Jenis kelamin disini menggambarkan responden pegawai baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan yang terdiri dari: (72,73%) sebanyak 40 orang berjenis kelamin laki-laki, dan (27,27%) sebanyak 15 orang berjenis kelamin perempuan.
	Usia responden pegawai terdiri dari: (47,27%) berusia dibawah 30 tahun, (49,09%) berusia antara 31-40 tahun, dan (3,64%) berusia antara 41-50 tahun. Dengan demikian dapat dilihat bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia antara 31-40 tahu...
	Status perkawinan responden pegawai terdiri dari: (34,55%) dengan jumlah 19 orang berstatus belum kawin dan (65,45%) dengan jumlah 36 orang responden berstatus kawin.
	Lama bekerja responden terdiri dari: (34,55%) lama bekerja kurang dari 5 tahun (40,00%) lama bekerja antara 5-9,99 tahun, (23,64%) lama bekerja 10-14,9 tahun, dan sisanya (1,82%) lama bekerjanya lebih dari 15 tahun.
	Pendidikan terakhir responden terdiri dari: (12,73%) berpendidikan Diploma/ D3, (81,82%) responden berpendidikan terakhir Sarjana/S1/D4, (5,45%) responden berpendidikan terakhir Pasca Sarjana.
	Kantor cabang merupakan tempat dimana pegawai melakukan aktivitas pekerjaan perbankannya sehari–hari. Responden yang bekerja di KCU Pontianak sebanyak 5 orang responden (9,1%), responden yang bekerja di KC Ngabang sebanyak 10 orang (18,2%), responden ...
	Uji validitas digunakan untuk mengukur layak atau tidaknya suatu kuesioner. Tingkat signifikansi korelasi variabel sebesar 0,05. Data dikatakan valid apabila r hitung > r tabel, dimana n = 55 tingkat nilai signifikansi 0,05 sehingga diperoleh r tabel ...
	Tabel 2. Hasil Uji Validitas
	Sumber: Data Olahan, 2021 (1)
	Berdasarkan Tabel 2 di atas, diketahui bahwa semua item pertanyaan r hitung > r tabel sehingga dinyatakan valid dan dapat digunakan karena mampu memberi dukungan dalam mengungkap masing-masing variabel.
	Uji Reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap  konsisten, apabila pengukuran dilakukan dua kali atau lebih terhadap gejala atau yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama.
	Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas
	Sumber: Data Olahan, 2021 (2)
	Berdasarkan Tabel 3 di atas diketahui bahwa setiap variabel gaya kepemimpinan, kepuasan kerja, dan motivasi dalam penelitian ini memiliki nilai Cronbach Alpha > 0,60. Data ini menunjukkan bahwa keseluruhan variabel dalam penelitian ini adalah realibel.
	Menurut Ghozali (2012), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.
	Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Y
	Sumber: Data Olahan, 2021 (3)
	Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat dilihat nilai Asymp.sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi berdistribusi normal.
	Menurut Priyatno (2010) uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara signifikan.
	Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas
	Sumber: Data Olahan, 2021 (4)
	Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa semua variabel yang diuji memiliki nilai Deviation from Linearity lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel tidak terdapat perbedaan kelinearan. Dengan demikian, asumsi linieritas terpenuhi.
	Analisis regresi linear berganda adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakaan SPSS, didapatkan persamaan berikut:
	𝒁=𝟗,𝟑𝟖𝟐+𝟏,𝟓𝟓𝟗𝑿  (1)
	Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: Nilai koefisien jalur Gaya Kepemimpinan (X) terhadap Kepuasan Kerja (Z) artinya jika variabel Gaya Kepemimpinan (X) bernilai tetap, maka Kepuasan Kerja nilainya adalah 9,382 dan jika variabel...
	𝒀=𝟖,𝟗𝟎𝟖+𝟏,𝟐𝟓𝟏𝑿  (2)
	Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: Nilai koefisien jalur Gaya Kepemimpinan (X) terhadap Motivasi (Y) artinya jika variabel Gaya Kepemimpinan (X) bernilai tetap, maka Motivasi (Y) nilainya adalah 8,908 dan jika variabel Gaya Ke...
	𝒀=𝟖,𝟔𝟔𝟎+𝟎,𝟔𝟑𝟕𝒁  (3)
	Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: Nilai koefisien jalur Kepuasan Kerja (Z) terhadap Motivasi (Y) artinya jika variabel Kepuasan Kerja (Z) bernilai tetap, maka Motivasi (Y) nilainya adalah 8,660 dan jika variabel Kepuasan Kerj...
	Uji t untuk mengetahui arah hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat, apakah masing-masing variabel berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan atau...
	Tabel 6. Hasil Uji t
	Sumber: Data Olahan, 2021 (5)
	Pembuktian hipotesis : Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja.
	Dengan menggunakan t tabel (df = 53) sebesar 2,006, pada tabel 6 dapat dilihat bahwa variabel gaya kepemimpinan memiliki t hitung 5,804 yang lebih besar dari t tabel dan signifikansi 0,000 < 0,005 terhadap kepuasan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa var...
	Pembuktian hipotesis: Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap Motivasi.
	Dengan menggunakan t tabel (df = 53) sebesar 2,006, pada tabel 6 dapat dilihat bahwa variabel gaya kepemimpinan memiliki t hitung 6,918 yang lebih besar dari t tabel dan signifikansi 0,000 < 0,005 terhadap motivasi. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ...
	Pembuktian hipotesis: Kepuasan Kerja berpengaruh terhadap Motivasi.
	Dengan menggunakan t tabel (df = 53) sebesar 2,006, pada tabel 6 dapat dilihat bahwa variabel kepuasan kerja memiliki t hitung 13,297 yang lebih besar dari t tabel dan signifikansi 0,000 < 0,005 terhadap motivasi. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ke...
	Menurut Ghozali (2012), koefisien determinasi pada dasarnya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.
	Tabel 7. Hasil Uji Determinasi
	Sumber: Data Olahan, 2021 (6)
	Berdasarkan data pada Tabel 7, dapat diperoleh informasi bahwa nilai R Square adalah sebesar 0,389 atau 38,9% yang berarti bahwa variabel gaya kepemimpinan dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap kepuasan kerja adalah sebesar 38,9% sedangkan sisanya 61...
	Nilai R Square yang kedua sebesar 0,474 atau 47,4% yang berarti bahwa variabel gaya kepemimpinan dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap motivasi adalah sebesar 47,4% sedangkan sisanya 52,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.
	Nilai R Square yang ketiga sebesar 0,769 atau 76,9% yang berarti bahwa variabel kepuasan kerja dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap motivasi adalah sebesar 76,9% sedangkan sisanya 23,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.
	Analisis uji-T menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan dengan kepuasan kerja karyawan. Hasil ini menguatkan penelitian Nugroho & Suwarti (2005) menyatakan gaya kepemimpinan memiliki pengaruh positif dan pengaruhny...
	Penelitian ini juga mengidentifikasikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan dan motivasi. Hasil ini menguatkan penelitian Handoko (2005) dan Wulandari (2021) yang menyatakan ada pengaruh besar gaya kepemimpinan terhadap mo...
	Hasil penelitian ini juga menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kepuasan kerja dan motivasi. Pengaruh ini sangat besar karena ditandai dengan hasil perhitungan R square sebesar 76,9%, kepuasan kerja merupakan variabel yang mempen...
	KESIMPULAN
	Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja memberikan dampak positif terhadap motivasi. Dari hasil statistik Gaya Kepemimpinan, indikator yang menjadi nilai terbesar adalah pemimpin selalu menjaga hubungan baik den...
	Berdasarkan dari hasil penelitian beberapa masukan dapat diberikan terkait data statistik gaya kepemimpinan yang menunjukkan nilai terendah pada indikator pemimpin memberikan perintah untuk menyelesaikan pekerjaan kepada karyawan. Ini berarti penilaia...
	Penelitian ini dilakukan pada satu bank, dapat dikembangkan kepada industri lainnya untuk dapat menjelaskan kebenaran fenomena pengaruh gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja terhadap motivasi kerja karyawan.
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